]"éAiiNAN

sl

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INOVASI MONITORING PENGISIAN KARTU KENDALI SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BERBASIS DIGITAL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif,
efisien, dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi Kalimantan Selatan, diperlukan
mekanisme monitoring pengisian Kartu Kendali yang
cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa mekanisme monitoring pengisian Kartu Kendali
SPIP secara manual yang selama ini digunakan dinilai
belum optimal dalam mendukung ketepatan waktu
pelaporan, kemudahan pemantauan, serta validitas data,
sehingga perlu dikembangkan inovasi Monitoring
Pengisian Kartu Kendali SPIP Berbasis Digital dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
tentang Penetapan Inovasi Monitoring Pengisian Kartu
Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berbasis
Digital di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Selatan.
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Mengingat

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahanatas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649 Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 172 Tahun
2023);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun
2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENETAPAN INOVASI
MONITORING  PENGISIAN KARTU KENDALI SISTEM
PENGEDALIAN INTERN PEMERINTAH BERBASIS DIGITAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN.

Menetapkan Inovasi Monitoring Pengisian Kartu Kendali Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Berbasis Digital di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan
Selatan, yang dilaksanakan melalui lembar kerja elektronik

(spreadsheet).

Inovasi Monitoring Pengisian Kartu Kendali SPIP Berbasis
Digital sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
digunakan sebagai instrumen pemantauan pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, guna
memastikan kepatuhan pengisian kartu kendali secara tertib,

akuntabel, dan dapat ditelusuri oleh pejabat yang berwenang.

Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan Monitoring

Pengisian Kartu Kendali SPIP Berbasis Digital sebagaimana
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KEEMPAT

dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan
Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 2 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ANDI TENRI SOMPA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

/

Indriawan Adrak
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